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PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK AYAM RAS 

PEDAGING YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN 

 

Oleh: Diaz Ridzky Artamanggala 

NPM: 2013200309 

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 

ABSTRAK 

 

Indonesia adalah negara agraris dimana mayoritas penduduknya memiliki mata 

pencaharian pada sektor pertanian. Salah satu subsektor pertanian adalah sektor peternakan yang 

didalamnya terdapat golongan ternak non-ruminansia, salah satunya adalah peternakan ayam. 

Aktor utama dalam sektor peternakan adalah peternak yang dihadapkan dengan risiko tinggi 

yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak akibat kegagalan panen. Pada sektor pertanian 

maupun peternakan sebenarnya sudah terdapat mekanisme pengalihan risiko terhadap objek 

usaha tani yaitu asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Penulisan hukum ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah asuransi pertanian telah menjadi solusi bagi peternak ayam 

ras pedaging dalam menghadapi gagal panen dan  bagaimana penetapan pembayaran premi dan 

ganti kerugian bagi peternak ayam ras pedaging yang berpotensi mengalami kegagalan panen. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada sumber data 

primer berupa undang-undang, sumber data sekunder dengan cara mengumpulkan data melalui 

literatur hukum dan sumber data tersier melalui data penunjang seperti berita dan tabel yang 

terkait topik penulisan hukum ini. Kemudian dari data yang telah terkumpul tersebut, dipelajari 

dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: bahwa asuransi pertanian belum menjadi solusi bagi 

peternak ayam ras pedaging dalam menghadapi gagal panen karena perusahaan BUMN Jasindo 

Agri sebagai perusahaan asuransi pertanian yang ditunjuk kementerian pertanian masih belum 

mengeluarkan program asuransi peternakan non-ruminansia untuk produk ayam ras pedaging, 

hal ini juga merupakan konsekuensi dari ketiadaan rincian kewajiban yang jelas dari pemerintah 

bagi PT Jasindo Agri untuk menerbitkan produk asuransi pertanian dengan ragam apa saja. 

Selain itu asuransi pertanian yang bersifat sukarela masih belum bisa mengakomodir seluruh 

elemen petani sehingga masih belum dapat menjamin kesejahteraan petani dan peternak. 

Kemudian terkait dengan pembayaran premi dan ganti kerugian peternak ayam ras pedaging, 

belum dapat dikalkulasikan secara konkret akibat dari belum adanya produk asuransi pertanian 

terhadap peternak ayam ras pedaging 

 

Kata kunci: Asuransi pertanian, peternak, ayam ras pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, wilayahnya 

cukup luas, curah hujan memadai dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian 

pada sektor pertanian. Pada negara agraris, pertanian memegang peranan penting dalam 

pembangunan nasional, hal ini dapat ditunjukan dari sektor pertanian sebagai penyedia bahan 

pangan, dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional, sumber mata 

pencaharian dan juga sebagai pelestari lingkungan.1 

Pertanian menurut Soetriono sebagaimana dikutip oleh Koerniatmanto adalah sebagai 

jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan 

hewan.2 Lebih jauh Mubyarto memberi dua makna pertanian, yaitu pertanian dalam arti sempit 

yang ia sebut sebagai pertanian rakyat dan pertanian dalam arti luas yang meliputi:3 

1. pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit; 

2. perkebunan; 

3. kehutanan; 

4. peternakan; 

5. perikanan. 

Secara hukum, definisi dari Pertanian salah satunya terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menyebutkan 

dalam Pasal 1 angka 4 bahwa pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati 

dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas 

pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam 

suatu agroekosistem. 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani memberikan pengertian petani yang juga didalamnya mencakup 

peternakan dimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: 

 
1  Iskandar Andi Nuhung, “Strategi & Kebijakan Pertanian Dalam Perspektif Daya Saing” (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2014) hlm. 92-94  
2  Koerniatmanto Soetoprawiro, “Pengantar Hukum Pertanian” (Jakarta: GAPPERINDO, 2013) hlm. 51 
3 Ibid., hlm. 59 
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“Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang 

melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau 

peternakan.” 

Dari definisi dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa peternak termasuk ke 

dalam definisi petani, namun untuk membedakan antara peternak dan petani yang mata 

pencaharian utamanya adalah membudidayakan tanaman, saya akan menggunakan istilah 

peternak khususnya peternak non-ruminansia ayam ras pedaging dalam penelitian ini. 

 Salah satu subsektor pertanian adalah sektor peternakan dan merupakan golongan 

pertanian sekunder. Pertanian sekunder merupakan subsektor pertanian yang melakukan 

budidaya di bidang hewan ataupun fauna. Pada subsektor peternakan terdapat 3 pengelompokan, 

salah satunya adalah ternak unggas atau non-ruminansia, yaitu berbagai jenis burung, seperti 

ayam, itik puyuh, dan burung dara, yang dibedakan lagi menjadi unggas pedaging yang 

dikonsumsi dagingnya dan Unggas Petelur yang dikonsumsi telurnya.4 

 Pada prosesnya mulai dari pembibitan hingga pasca panen, para peternak non-ruminansia 

menghadapi berbagai macam kendala seperti halnya para petani, kendala tersebut diantaranya 

adalah dihadapkan dengan risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, serangan 

hama, perubahan iklim, penyakit hewan, selain itu juga tidak dapat leluasa menentukan harga.5 

Risiko ketidakpastian yang cukup tinggi, sangat memungkinkan peternak beralih mengusahakan 

komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil.6 

 Petani dan peternak adalah aktor utama dalam agrikultur di Indonesia. Permasalahan 

yang dihadapi adalah bahwa tidak semua petani maupun peternak memiliki tingkat kesejahteraan 

yang sama. Tingkat kesejahteraaan tersebut kemudian memiliki konsekuensi ketahanan terhadap 

risiko dari masing-masing petani dan peternak tersebut. Peternak berskala besar yang memiliki 

kemampuan lebih tinggi akan memiliki ketahanan terhadap risiko yang lebih tinggi juga, 

sedangkan peternak yang lebih rendah perlu mekanisme eksternal dalam rangka meminimalisasi 

dan menanggulangi risiko yang dapat terjadi.7 

 
4 Ibid., hlm. 63-64 
5 Grita Gusti Gandi dkk, 2017. “Jaringan Sosial Petani dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pegenteran 

Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang” Solidarity: Journal of Education, Society and Culture Volume 6 
6 Sahat M. Pasaribu, Ekonomi Pertanian “Pembangunan Wilayah dan Perdesaan” terdapat di 

http://www.litbang.pertanian.go.id, diakses pada tanggal 7 April 2019 pada pukul 20.08 WIB 
7 Nyoman Ngurah Arya et. al., “Analisis Risiko Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Provinsi Bali”, Jurnal Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian Bali, hlm. 3 

http://www.litbang.pertanian.go.id/
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 Pada peternakan non-ruminansia, salah satu risiko tertinngi penyebab gagal panen yang 

menyebabkan kematian hewan ternak adalah penyakit hewan sehingga peternak mengalami 

kerugian. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 adalah matinya ratusan ayam di 

Desa Cijangkar, Sukabumi. Ratusan ayam ternak mati mendadak setelah diserang penyakit tetelo 

atau Newcastle Disease (ND) di Desa Cijangkar, Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Penyakit 

itu telah menyerang peternak ayam sejak tiga pekan terakhir. 

Pengusaha ternak ayam di Kampung Cijangkar, Enasrudin Nasihin (41) menerangkan, 

setiap hari sekitar 30 sampai 100 ekor ayam berumur 25 hari mati mendadak. Serangan penyakit 

terhadap ayam ternak itu diduga akibat hujan terus menerus mengguyur wilayah Kabupaten 

Sukabumi. 

Enasrudin juga menjelaskan bahwa penyakit tersebut hanya muncul pada saat musim 

penghujan saja. Ia pun menjelaskan bahwa pemberian vaksin dan obat-obatan sering dilakukan 

namun dirinya masih tetap resah karena efektivitasnya yang masih kurang manjur dan masih 

seringkali terjadi gagal panen ternak.8 

Kasus lain yang ditemukan adalah penyakit tetelo (Newcastle Disease) atau sering 

disebut Samper Ayam yang melanda Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten 

Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya, ratusan ayam ternak tewas akibat terserang 

virus Paramyxo sehingga terjadi infeksi virus yang berakibat gangguan pada saraf pernafasan. 

Peristiwa merebaknya penyakit tetelo langsung disikapi serius oleh Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan melakukan otopsi terhadap ayam yang mati 

tersebut. 

Disebutkan, hewan ayam yang tergolong jenis unggas sangat rentan terkena 20 jenis 

penyakit. Untuk penyakit tetelo, termasuk sebagai penyakit paling ganas karena penyebarannya 

sangat cepat dan luas. Dalam kurun waktu 3 hingga 4 hari seluruh ternak akan terinfeksi dan 

biasanya virus Paramyxo ini ditularkan melalui burung liar. 

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa 

penyakit tersebut memiliki lebih dari 20 gejala yang mirip, dan bahwa parameter otopsi yang 

dapat digunakan hanyalah dari kotoran ayam. 

 
8 “Ratusan Ayam Ternak Mati Mendadak” terdapat di http://poskotanews.com/2019/01/23/ratusan-ayam-ternak-

mati-mendadak/ diakses pada tanggal 18 April 2019 pada pukul 17.13 WIB 

http://poskotanews.com/2019/01/23/ratusan-ayam-ternak-mati-mendadak/
http://poskotanews.com/2019/01/23/ratusan-ayam-ternak-mati-mendadak/
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Nurningsih, salah satu peternak ayam kampung menceritakan, kematian ternak ayam itu 

sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Kematian terjadi dalam waktu cepat. Kematian diawali dari 

badan ayam yang mendadak panas tinggi dan lumpuh. Ia pun menyatakan kematian tersebut 

dating secara mendadak terhadap ternaknya sehingga menyebabkan kerugian yang besar. 

Akibat kematian puluhan ayam menyebabkan dia merugi dalam jumlah besar. Tak hanya 

dirinya, sejumlah peternak ayam lainnya di kelurahan tersebut mengeluhkan hal serupa. 

Nurningsih pun berharap kasus ini bisa ditindaklanjuti instansi terkait. Agar wabah 

kematian unggas itu tidak menyebar ke para peternak lainnya.9 

 Berdasarkan uraian di atas dan potensi gagal panen akibat penyakit hewan, sudah 

semestinya para peternak non-ruminansia terutama peternak ayam ras pedaging harus dilindungi 

oleh asuransi untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Garis besar perasuransian diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian  namun tidak secara jelas mengatur mengenai asuransi pada sektor 

pertanian.  

Terkait dengan asuransi, dasar hukum asuransi di Indonesia adalah Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam regulasi tersebut pada Pasal 1 angka 25 

dinyatakan bahwa objek dari Asuransi adalah: 

1. jiwa dan raga; 

2. kesehatan manusia; 

3. tanggung jawab hukum; 

4. benda dan jasa; 

5. semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. 

 Pada ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pada bidang pertanian khususnya 

peternakan, juga termasuk kedalam cakupan objek asuransi sebagaimana ditetapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya pada poin kelima, 

karena komoditas peternakan memiliki nilai ekonomis bagi para peternak, juga memiliki potensi 

dihadapkan pada kegagalan panen yang menyebabkan kerugian. 

 Pengaturan mengenai asuransi pertanian lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu upaya perlindungan 

petani yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

 
9 “Terserang Penyakit Tetelo, Ratusan Ayam Mati Mendadak” terdapat di 

http://restorasidaily.com/2018/02/22/terserang-penyakit-tetelo-ratusan-ayam-mati-mendadak/ diakses pada tanggal 

18 April 2019 pada pukul 18.07 WIB 

http://restorasidaily.com/2018/02/22/terserang-penyakit-tetelo-ratusan-ayam-mati-mendadak/
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Pemberdayaan Petani adalah asuransi pertanian. Pengertian asuransi pertanian disebutkan pada 

Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: 

“Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk 

mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani”. 

Berdasarkan pengertian asuransi pertanian di atas, dapat diketahui bahwa asuransi 

pertanian didasarkan pada suatu perjanjian antara petani atau peternak dan perusahaan asuransi 

yang objeknya merupakan usaha tani. Perjanjian menghasilkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang sepakat untuk melaksanakannya, dalam hal ini perusahaan asuransi berkewajiban 

untuk membayar ganti kerugian yang dialami petani ataupun peternak dan petani maupun 

peternak berkewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi. Dari ketentuan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian pada hakekatnya adalah asuransi yang 

bersifat sukarela. Hal ini terlihat dari adanya unsur perjanjian antara pihak petani dan pihak 

perusahaan asuransi yang menandakan adanya kebebasan bagi pihak petani untuk mengikatkan 

diri pada suatu skema asuransi pertanian. 

Petani dan peternak tidak secara penuh membayar premi kepada perusahaan asuransi, 

melainkan dibantu melalui subsidi pemerintah sebagai salah satu fasilitas yang diberikan 

berdasarkan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani.  

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap 

Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian. 

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;  

b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;  

c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau   

d. bantuan pembayaran premi.   

(3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Perusahaan asuransi milik BUMN yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo ditunjuk 

oleh Kementerian Pertanian sebagai pelaksana dalam menjamin kerugian pada asuransi 

pertanian.10 Hal ini senada dengan bunyi Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi: 

 
10 “PT JASINDO ANNUAL REPORT 2016” terdapat di 

https://jasindo.co.id/uploads/cms_laporan_tahunan/Annual%20Report%20Jasindo%202016_Latest.pdf diunduh 

pada tanggal 4 Oktober 2019 pada pukul 18.15 WIB  

https://jasindo.co.id/uploads/cms_laporan_tahunan/Annual%20Report%20Jasindo%202016_Latest.pdf
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(1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan 

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk 

melaksanakan Asuransi Pertanian.” 

Pada asuransi pertanian, baik perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian dan 

tertanggung yang merupakan petani atau peternak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan. Berdasar dari Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, syarat bagi 

perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian 

yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bagi petani dan peternak yang 

utama adalah harus terdaftar sebagai peserta asuransi pertanian dan berikutnya harus memenuhi 

kriteria tani yang dapat disertakan dalam asuransi pertanian.  

Asuransi pertanian merupakan salah satu skema perlindungan dan pemberdayaan petani 

sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Petani yang berbunyi: 

“ Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan 

pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. 

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:  

1. prasarana dan sarana produksi Pertanian;  

2. kepastian usaha;  

3. harga Komoditas Pertanian;  

4. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;  

5. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;  

6. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan  

7. asuransi pertanian. 

 Berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai aturan pelaksana. Pada 

Pasal 6 dijelaskan bahwa Asuransi Pertanian meliputi asuransi tanaman dan ternak, lebih jelas 

disebutkan Pasal 8 ayat (2) bahwa asuransi ternak sebagaimana dimaksud Pasal 6 juga meliputi 

ternak non-ruminasia. Sayangnya baik dalam peraturan tersebut maupun Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih belum tegas 

mengenai kewajiban perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan produk 

asuransi pertanian dalam bentuk asuransi peternakan non-ruminansia. Pasalnya masih belum 
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terdapat sanksi maupun rincian kewajiban bagi perusahaan asuransi yang ditunjuk mengenai 

produk apa saja yang harus diterbitkan. 

Penyakit hewan yang menyerang ternak non-ruminansia merupakan salah satu risiko 

penyebab gagal panen yang dilindungi oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian khususnya Pasal 5 yang 

menyebutkan bahwa asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal 

panen akibat:  

1. bencana Alam;  

2. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;  

3. wabah Penyakit Hewan Menular;  

4. dampak perubahan iklim; dan/atau  

5. jenis risiko-risiko lain. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Kementerian Pertanian menunjuk PT Asuransi Jasa 

Indonesia atau dalam hal asuransi pertanian lebih dikenal dengan nama Jasindo Agri. 

Problematika muncul terkait perlindungan peternak dan produk pertanian yang ditawarkan, yaitu 

bahwa Jasindo Agri tidak mencakup komoditas ternak non-ruminansia. Perlindungan terhadap 

komoditas tani yang ditawarkan oleh Jasindo Agri berdasarkan data yang didapatkan melalui 

situs resmi Jasindo adalah:11 

1. Perlindungan Asuransi Melalui Program Pemerintah. 

1.1 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

Memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen sebagai akibat 

risiko banjir, kekeringan, penyakit dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman. 

a. Premi: Rp 180.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp 36.000,-) 

b. Pertanggungan: Maksimal harga pertanggungan Rp 6.000.000,- per hektar. 

c. Kriteria petani: Petani penggarap atau petani pemilik lahan maksimal 2 hektar. 

d. Kriteria lahan: Lahan Irigasi atau lahan tadah hujan yg dekat dengan sumber air. 

e. Ganti rugi: 

1) Umur padi sudah melewati 10 hari tanam (HST)  

2) Umur padi sudah melewati 30 hari (tabela/gogo rancah)  

3) Intensitas kerusakan ≥ 75%  

4) Luas kerusakan ≥75% pada tiap petak alami 

 
11 “Jasindo Agri” data produk terdapat di https://jasindo.co.id/product/ritel/agri diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 

pada pukul 19.20 WIB 

https://jasindo.co.id/product/ritel/agri
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1.2 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) 

Memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari ancaman risiko kematian akibat 

beranak, penyakit dan kecelakaan serta kehilangan akibat kecurian. 

a. Premi: Rp 200.000,- (bantuan pemerintah 80% premi menjadi Rp 40.000,-). 

b. Pertanggungan: Maksimal harga pertanggungan Rp 10.000.000,- per ekor sapi. 

c. Kriteria peternak: Peternak Pembibitan/Pembiakan dan Peternak skala kecil yang diatur 

Undang-Undang. 

d. Kriteria Sapi: 

1) Sapi Indukan/Sapi Betina  

2) Usia produktif minimal 1 tahun  

3) Memiliki Identitas jelas (eartag, cap bakar, kartu ternak, dll)  

4) Sapi dalam kondisi sehat  

e. Ganti rugi: Sesuai Harga Pertanggungan dikurangi hasil penjualan daging (dalam hal sapi 

dilakukan potong paksa). 

1.3 Asuransi Nelayan 

Memberikan perlindungan kepada nelayan dari ancaman risiko meninggal dunia baik di 

saat melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun di luar aktivitas. 

a. Premi: Rp 175.000,- (100% dibayar pemerintah). 

b. Manfaat: 

1) Santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan. 

2) Santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan. 

c. Kriteria nelayan: 

1) Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku. 

2) Memiliki rekening tabungan atau membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki 

rekening tabungan. 

3) Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross 

Tonnage (GT). 

4) Berusia maksimal 65 tahun*. 

2. Perlindungan Asuransi Non Program Pemerintah 
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Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen baik dari pelaku usaha pertanian atau 

lembaga keuangan maupun dari petani sendiri, kami memberikan produk asuransi untuk 

perlindungan usaha pertanian antara lain:   

1. Asuransi Usaha Tani Padi 

2. Asuransi Usaha Ternak Sapi 

3. Asuransi Usaha Tani Jagung 

4. Asuransi Nelayan Mandiri 

Data di atas memperlihatkan bahwa komoditas ternak khususnya ternak non-ruminansia 

tidak menjadi objek yang dilindungi oleh Jasindo Agri sedangkan pada Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian 

menyebutkan bahwa asuransi pertanian juga meliputi ternak non-ruminansia, sehingga peranan 

asuransi pertanian sebagai solusi bagi peternak non-ruminansia belum terlihat. 

 Apabila dicermati, komoditas ternak non-ruminansia juga perlu tercakup dalam program 

asuransi pertanian, alasannya adalah komoditas ternak non-ruminansia mempunyai prospek 

pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh 

masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, dan harga relatif murah.12 

 Ayam termasuk pada kategori ternak non-ruminansia dan merupakan salah satu sumber 

penyedia bahan pangan bernilai gizi tinggi terutama protein hewani yang potensial. Selain itu 

ayam lebih banyak dipelihara, dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, juga memiliki peranan 

strategis, yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi baru, dan sebagai sumber mata pencaharian 

masyarakat Indonesia.13 

 Jumlah populasi ternak non-ruminansia berjenis ayam terbilang cukup banyak apabila 

dibandingkan dengan populasi ternak ruminansia dan ternak non-ruminansia jenis lainnya. Data 

yang didapatkan dari Kementerian Pertanian, jumlah populasi ternak non-ruminansia, terutama 

jenis ayam ras pedaging di Indonesia pada periode tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah 

sebanyak 1.891.435.000 ekor. Jumlah tersebut menduduki posisi teratas populasi ternak non-

ruminansia membawahi ayam buras dan ayam ras petelur pada peringkat ketiga. Populasi ternak 

 
12 “Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Unggas” terdapat di 

http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/b5unggas diakses pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 

19.47 WIB 
13 Bahari, D.I dkk, 2012. “Analisis Struktur Biaya Dan Perbedan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging 

Pada Pola Dan Skala Usaha Ternak Yang Berbeda Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara” J. Ternak 

Tropika Vol. 13, No. 1: 35-46. 

http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/b5unggas
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ayam tersebut memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan populasi ternak ruminansia 

diantaranya sapi dan kambing dengan jumlah populasi paling banyak pada tahun 2017 sebesar 

17.050.006 ekor sapi potong dan 18.720.706 ekor kambing.14 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai asuransi pertanian terhadap peternak ayam ras pedaging yang mengalami 

gagal panen dengan judul: PERANAN ASURANSI PERTANIAN TERHADAP PETERNAK 

AYAM RAS PEDAGING YANG MENGALAMI RISIKO GAGAL PANEN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang 

akan diteliti oleh penulis adalah: 

1. Apakah asuransi pertanian telah menjadi solusi bagi peternak ayam ras pedaging dalam 

menghadapi gagal panen? 

2. Bagaimana penetapan pembayaran premi dan ganti kerugian bagi peternak ayam ras 

pedaging yang berpotensi mengalami kegagalan panen? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberi kontribusi bagi perkembangan asuransi pertanian terutama dalam aspek 

peternakan non-ruminansia agar petani yang menghadapi risiko untuk mengalami gagal 

panen dapat memiliki kepastian secara hukum. 

2. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai skema asuransi pertanian yang sudah ada 

di Indonesia dan bagaimana pengembangannya di masa mendatang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan memberikan manfaat 

dikemudian hari sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu 

hukum kedepannya. 

 
14 “Statistik Ditjen PKH 2018” terdapat di http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-

_Final_ebook.pdf?time=1543210844103, diunduh pada tanggal 17 April 2019 pada pukul 20.36 WIB 

http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-_Final_ebook.pdf?time=1543210844103
http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-_Final_ebook.pdf?time=1543210844103
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b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan lebih 

lengkap mengenai Asuransi Pertanian. 

2. Secara Praktis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat 

bagi pembuat kebijakan publik sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan 

tentang Asuransi Pertanian. 

1.5  Metode Penelitian 

 Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif 

kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.15 

1. Sifat Penelitian 

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yang berarti akan menggambarkan 

perlindungan hukum peternak ayam ras pedaging atas Asuransi Pertanian, penetapan 

premi dan ganti kerugian gagal panen peternak ayam ras pedaging. 

2. Sumber Data 

a) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber 

data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).16 Terdiri dari 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Fasilitasi Asuransi Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Peraturan Kepala Badan 

 
15 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika. 2017), hlm. 105. 
16 Ibid., hlm. 47. 
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Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas: (1) buku-buku teks yang 

membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, 

dan disertasi hukum, (2) kamus-kamus hukum, (3) jurnal-jurnal hukum, dan (d) 

komentar-komentar atas putusan hakim.17 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus, 

ensiklopedia, majalah dan lain-lain.18 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini dilakukan teknik penelitian kepustakaan, yakni teknik penelitian 

dengan mencari sumber literatur yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, 

peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

4. Metode Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul akan disaring lebih lanjut dalam rangka mendapatkan 

jawaban, kesimpulan dan saran dari permasalah yang sedang diteliti.  

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan. 

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Pertanian di Indonesia. 

Bab ini berisikan pengaturan maupun penjelasan asuransi dan asuransi pertanian dalam 

melindungi peternak unggas yang menghadapi risiko gagal panen.  

BAB III: Peternakan Hewan Non-Ruminansia di Indonesia. 

 
17 Ibid., hlm. 54. 
18 Ibid., hlm. 106. 
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Bab ini menjelaskan data-data mengenai ternak non-ruminansia dan ayam ras pedaging 

sebagai salah satu kelompok peternakan di Indonesia. 

BAB IV: Asuransi Pertanian terhadap Peternak Ayam Ras Pedaging Sebagai Upaya 

Mengatasi Gagal Panen. 

Bab ini akan memuat analisis mengenai asuransi pertanian terhadap peternak ayam ras 

pedaging yang menghadapi risiko gagal penen. 

BAB V: Penutup. 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran mengenai permasalah 

yang telah dibahas. 

  


	cover, integritas dll
	SKRIPSI FINALE

